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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Governance 

(X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y), 

Pemahaman Akuntansi (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat 

Daerah (Y), Pengendalian Akuntansi (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (Y) serta pengaruh secara simultan Good 

Governance (X1), Pemahaman Akuntansi (X2) dan Pengendalian Akuntansi (X3) 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan  pendekatan asosiatif. Jenis data yan 

digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data penelitian ini diperoleh 

dari penyebaran kuesioner.penelitian ini dilakukandengan menggunakan metode 

total sampling, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam 

penelitianini adalah Kepala OPD, bendahara OPD dan Kepala Sub Bagian 

Keuangan OPD yang berada di Kabupaten Tanah Datar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Good Governance 

(X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

(Y). Hasil ini dibuktikan dengan thitung sebesar 11,840 > ttabel sebesar 1,675 dan 

nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Pemahaman Akuntansi (X2) berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Hasil ini 

dibuktikan dengan thitung sebesar 6,016 > ttabel sebesar 1,675 dan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. Kemudian, Pengendalian Akuntansi (X3) 

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). 

Hasil ini dibuktikan dengan thitung sebesar 2,796 > ttabel sebesar 1,675 dan nilai 

signifikansinya sebesar 0,007 < 0,05. Serta Good Governance (X1), Pemahaman 

Akuntansi (X2) dan Pengendalian Akuntansi (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (Y). Hasil ini dibuktikan dengan Fhitung sebesar 

134,300 > Ftabel sebesar  dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. 
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Kata Kunci: Good Governance (X1), Pemahaman Akuntansi (X2), 

Pengendalian Akuntansi (X3), Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Y). 
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ABSTRACT 

       This study aims to determine the effect of Good Governance (X1) on 

Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y), 

Accounting Understanding (X2) of Regional Apparatus Organizational 

Performance Accountability (Y), Accounting Control (X3) of Regional Apparatus 

Organizational Performance Accountability (Y) and the simultaneous influence of 

Good Governance (X1), Accounting Understanding (X2) and Accounting Control 
(X3) on the Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance 

(Y). This research is a quantitative research with an associative approach. The 

type of data used in this study is primary data. The data of this study were 

obtained from the distribution of questionnaires. This research was carried out 

using the total sampling method, where all members of the population were 

sampled. The samples in this study were the Head of the OPD, the OPD treasurer 

and the Head of the OPD Finance Sub Division in Tanah Datar Regency. 

      The results showed that partially Good Governance (X1) had an effect on the 

Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y). This 

result is evidenced by the tcount of 11,840 > ttable of 1,675 and the significance 

value of 0.000 <0.05. Understanding of Accounting (X2) affects the 

Accountability of Regional Apparatus Organizational Performance (Y). This 

result is evidenced by the tcount of 6.016 > ttable of 1.675 and the significance 

value of 0.000 <0.05. Then, Accounting Control (X3) affects the Accountability of 

Regional Apparatus Organizational Performance (Y). This result is evidenced by 

the tcount of 2.796 > ttable of 1.675 and the significance value of 0.007 <0.05. 

And Good Governance (X1), Accounting Understanding (X2) and Accounting 

Control (X3) on Accountability of Regional Apparatus Organizational 
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Performance (Y). This result is evidenced by the Fcount of 134.300 > Ftable of 

2.79 and the significance value of 0.000 <0.05. 

Keywords: Good Governance (X1), Accounting Understanding (X2), 

Accounting Control (X3), Accountability of Regional Apparatus Organizational 

Performance (Y).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik, diberikan 

wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan berpedoman pada 

kaedah otonomi daerah yang berlaku. Pemerintah daerah juga dituntut untuk 

memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan selalu 

tanggap dengan lingkungannya dengan memberikan pelayanan publik yang 

terbaik secara berkualitas dan transparan. Dalam aspek akuntabilitas, 

program-program pemerintah harus berorientasi pada hasil, manfaat atau 

output dan outcome program-program tersebut (Nasir dan Gunawan, 2019). 

Perangkat daerah merupakan organisasi atau lembaga pada 

pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah 

Kabupaten/Kota perangkat daerah terdiri dari Sekretariat daerah, dinas 

daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan. 

Beradasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, perangat daerah memiliki tugas yaitu membantu 

kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan dan 

pengoordinasian administrasi, serta melaksanakan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah tersebut. Dalam mencapai tujuannya perangkat 

daerah memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, 

yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap publik demi 

terciptanya kesejahteraan pada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan 
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masyarakat bahwa pemerintah dapat melaksanakan tugas atau kewajibannya 

dengan baik dan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan 

(Melianawati dan Setiawati, 2021). 

Kinerja aparat pemerintah selalu menjadi sorotan banyak pihak dan 

sebagian besar mempengaruhi kinerja sektor publik. Kuantitas kinerja 

diukur dari apresisi aparat pemerintah terhadap hasil dari jumlah aktivitas 

yang ditugaskannya dan kualitas diukur dari apresiasi aparat pemerintah 

terhadap keterampilan dan kemampuan dari pekerjaan yang telah 

dikerjakannya. Ukuran kinerja dalam suatu organisasi guna untuk evaluasi 

dan perencanaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kinerja yang 

tinggi dalam suatu organisasi mengandung arti adanya peningkatan 

efektivitas dan efisiensi oleh anggota dalam mengerjakan atau 

menyelesaikan serangkaian tugasnya. 

Pada saat sekarang ini, Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah 

sering disoroti karena Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

terlihat tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Masih banyak 

ditemukan beberapa pemerintah daerah atau instansi pemerintah yang  

dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih belum sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut salah satunya 

adalah dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan melalui 

Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah, yang mana masih belum baik dan 

hasil tinjauan penilaian yang tidak ditindaklanjuti. Salah satu 

permasalahannya yaitu terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

Tanah Datar yang terjadi pada tahun 2019. Dimana hasil pemeriksaan atas 
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, Kabupaten 

Tanah Datar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, 

pada bulan September 2019 ada tindakan KKN yang dilakukan oleh kepala 

Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (koperindag) terkait Operasi 

Tangkap Tangan (OTT) terhadap proyek pembangunan pasar Koto Baru, 

Kecamatan X Koto yang ditangani oleh Polres Tanah Datar 

(m.antaranews.com, 2019) 

Akuntabilitas Kinerja memiliki kewajiban untuk mempertanggung-

jawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasarannya. Tanggung jawab ini menentukan tujuan dan sasaran 

hidup bagi organisasi tersebut. Di dalamnya dijelaskan substansi tujuan, visi 

dan misi organisasi, peran dan arahan yang seharusnya diwujudkan oleh 

organisasi. Secara teoritis, kerja para pegawai akan jadi terarah dengan 

adanya tujuan untuk memperbaiki pengarahan (Hidayat et al., 2021). 

Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap 

kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui 

informasi Akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. 

Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena 

berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan 

pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik (Nurlaela, 2015). 

Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan 

pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggaraan 

pemerintahan kepada masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan 
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kualitas Akuntabilitas Kinerja dalam suatu organisasi terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu Good Governance, 

Pemahaman Akuntansi dan Pengendalian Akuntansi. 

Good Governance yang dalam istilah bahasa memiliki arti tata 

kelola yang baik dimana menjadi tantangan bagi semua sektor, terutama 

sektor publik di Indonesia. Salah satu penyebab utama Good Governance 

harus diimplementasikan karena masih kurang maksimalnya kinerja suatu 

Pemerintah Daerah. Good Governance diartikan sebagai tata kelola yang 

baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha 

ataupun berkarya. Good Governance merupakan wujud dari penerimaan 

akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk 

mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan 

bisnis maupun pelayanan publik (Hidayat et al., 2021). Good Governance 

juga dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien. Sistem 

pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab 

(accountable) pada publiknya yang diharapkan akan mendorong terciptanya 

transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid. Good Governance juga harus memiliki 

tanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. 

Pada dasarnya hal ini adalah suatu konsep yang mengacu pada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung-
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jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh 

pemerintah, warga Negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dalam suatu Negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasir 

dan Gunawan, 2019) menyatakan bahwa Good Governance berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung 

Barat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2021) 

menyatakan bahwa Good Governance tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Kampar. 

Faktor kedua yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja yaitu 

Pemahaman Akuntansi. Pemahaman Akuntansi merupakan sejauh mana 

kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat 

pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik. Pemahaman Akuntansi 

dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan propesi 

yang di praktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin 

pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi dipahami (Fibriyani et al., 

2021). Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan 

pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu 

laporan keuangan. Pemahaman Akuntansi sangatlah berguna bagi aparat 

yang bertugas dibagian tersebut, fungsinya adalah untuk mengurangi tingkat 

kesalahan dalam laporan keuangan. Hal ini tentunya berpedoman pada 

prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam 

peraturan pemerintah. Pemahaman Akuntansi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yaitu 
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meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan dengan menyusun 

laporan Akuntabilitas Kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Karima, 

2021) menyatakan bahwa secara parsial Pemahaman Akuntansi berpengaruh 

posistif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh (Tomasoa, 2021) menyatakan bahwa 

Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja yaitu 

Pengendalian Akuntansi. Pengendalian Akuntansi adalah semua prosedur 

dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau 

mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk 

pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan 

prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi (Yulianto dan 

Muthaher, 2019). Pengendalian Akuntansi memungkinkan para manajer 

dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-

operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas 

keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan 

masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

Pengendalian Akuntansi pada instansi pemerintah dapat mengontrol 

dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan. 

Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan 

pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari 

instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu 
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indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut 

merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk menilai efektif 

atau tidaknya Akuntabilitas Kinerja maka harus dilakukan penilaian mulai 

dari perencanaan sampai hasil dari realisasi anggaran yang telah disusun. 

Karena dengan tidak optimalnya proses perencanaan anggaran yang 

mengabaikan prinsip keuangan daerah yang baik akan berdampak pada 

Akuntabilitas Kinerja pemerintah. Sehinga untuk menghindari permasalahan 

tersebut maka diperlukan Pengendalian Akuntansi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang merupakan tujuan 

utama dari sektor publik.  Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani dan 

Utama, 2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilias Kinerja Instansi Kota 

Denpasar. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2021) 

menyatakan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. 

Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, 

mendorong peneliti untuk melakukan pengukuran pengaruh antara Good 

Governance dan Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi 

terhadap Akuntabilitas Kinerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Good Governance dan Pemahaman 

Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapat rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Apakah Good Governance berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar.  

2. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar. 

3. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar. 

4. Apakah Good Governance dan Pemahaman Akuntansi serta 

Pengendalian Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai berdasarkan 

rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten 

Tanah Datar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten 

Tanah Datar. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Good Governance dan Pemahaman 

Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanah Datar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) sebagai pijakan untuk mengembangkan serta 

mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka 

melaksanakan sistem pemerintahan terhadap masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu sumbangan pemikiran 

dan masukan untuk pemerintah daerah berupa saran-saran positif 

mengenai Good governance, Pemahaman Akuntansi, serta 

Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah. 

3. Dan bermanfaat sebagai tambahan informasi, bahan masukan serta 

pengetahuan dalam menilai Akuntabilitas Kinerja khususnya dalam 

Organisasi Perangkat Daerah untuk peneliti selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan di uraikan teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar yang mendukung penelitian, 

kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian ini akan dibahas tentang jenis 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan 

data dan variabel-variabel yang ada dalam penelitian, serta 

defenisi operasional dari penelitian. 

              BAB IV       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, 

karakteristik responden, dan hasil analisis data. 

              BAB V         PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Good Governance (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menujukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat Good Governance maka akan semakin baik 

kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Datar. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Pemahaman Akuntansi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap 

akuntansi maka semakin baik pula kualitas Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

3. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Pengendalian Akuntansi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengendalian Akuntansi 
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maka semakin baik pula kualitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

4. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Good Governance (X1) dan Pemahaman Akuntansi (X2) serta 

Pengendalian Akuntansi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Y). 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Good Governance, 

semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap akuntansi, dan semakin 

tinggi tingkat Pengendalian Akuntansi maka semakin baik pula kualitas 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah 

Datar. 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, agar lebih memaksimalkan 

penerapan good governance pada masing-masing OPD Kabupaten Tanah 

Datar. Hal ini dikarenakan selama penelitian, peneliti menemukan di 

beberapa OPD Kabupaten Tanah Datar yang belum memberikan fasilitas 

kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan krtik, 

saran terhadap kinerja pelayanan OPD Kabupaten Tanah Datar.   

2. Bagi seluruh OPD Pemerintah Tanah Datar, agar meningkatkan 

pemahaman akuntansi pada pegawai masing-masing OPD, hal ini 

dikarenakan selama penelitian, peneliti menemukan penyusunan dan 
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penyajian laporan keuangan masing-masing OPD yang belum mencapai 

tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun entitas. 

3. Bagi seluruh OPD Pemerintah Tanah Datar, agar memaksimalkan 

pengendalian akuntansi pada masing-masing OPD Kabupaten Tanah 

Datar. Hal ini dikarenakan selama penelitian, peneliti menemukan  

pengendalian akuntansi pada beberapa OPD yang masih kurang 

maksimal, sehingga pada pemeriksaaan BPK, terdapat temuan BPK pada 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanah Datar tahun 2021. 

4. Bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan Good Governance dan 

Pemahaman Akuntansi serta Pengendalian Akuntansi dalam 

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. 

Karena dengan adanya Good Governance dan Pemahaman Akuntansi 

serta Pengendalian Akuntansi akan mendorong meningkatkan 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga penelitian 

ini dapat digunakan sebagai rujukan guna untuk meningkatkan 

Akuntabilitas Kinerja dimasa yang akan datang. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

independen lain seperti Partisipasi Penyusunan Anggaran, Sistem 

Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran dan untuk 

melihat hubungannya terhadap Akuntabilitas Kinerja dan penelitian 

dilakukan pada objek yang berbeda sehingga hasil dari penelitian dapat 

digeneralisasikan. 
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